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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

1) Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Daerah 

Provinsi Gorontalo masih tergolong rendah, artinya Pemerintah Provinsi 

Gorontalo perlu adanya upaya dalam mengoptimalkan pendapatan dan 

penerimaan terhadap pendapatan transfer pusat sehingga rasio 

kemandiriannya meningkat.  

2) Dari hasil pengukuran kinerja keuangan daerah yang dilihat dari rasio 

ketergantungan menunjukan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah 

Provinsi gorontalo tergolong tinggi hal ini menunjukan bahwa Pemerintah 

Provinsi Gorontalo masih bergantung kepada pemerintah pusat. 

3) Berdasarkan hasil rasio efektivitas di atas menunjukkan bahwa realisasi 

PAD Provinsi Gorontalo pada periode  2015-2019 menunjukkan 2 kriteria 

yaitu  tidak efektif dalam kurun waktu 2015-2017 dan pada tahun 2018-

2019 menunjukkan bahwa rasio efektivitas berada di kriteria efektif. 

Artinya PAD Provinsi Gorontalo pada periode 2015-2017 tidak terealisasi 

dan pada tahun 2018-2019 terealisasi dan dapat dioptimalkan.  

4) Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ini dapat melihat rasio derajat 

desentralisasi fiskal. Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal Provinsi 

Gorontalo Pada periode 2015-2019 sebesear 19,91%, hal ini apabila di 
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hubungkan dengan tingkat derajat desentralisasi masih di kategorikan 

Kurang. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan maka penelitian ini memberikan 

beberapa rekomendasi saran kepada pemerintah, akademisi, dan seluruh lapisan 

masyarakat, dalam rangka. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris mengenai 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan 

peningkatan kinerja keuangan Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. 

3. Penelitian ini diharapkan dijadikan acuan peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi 

Gorontalo.
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